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A. Latar Belakana Masalah
Angkutan laut adalah sarana transporta31 pahng efekt:f dalam perdagangan-
_.nasmnal maupun internasional karena sangat efisien dan. ekonomis untuk
mengangkut kor:ric;ditas atau hasil sumber daya alam antar puléu—pulau. ﬁasional
serta internasional. Laut Indonesia mencapai 5,8 juta Km®, terdird dari 0,3 juta
Km? perairan territorial, 2,8 juia Kmé perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta

Km? Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), serta dl kehlmgl lebih dari 17.500 pulau.

Im adalah potens1 sumber daya yang sangat besar jlka dl kembangkan dan di . "

_ kelola dengan baik. Mehhat poten51 tersebut Indonesxa seharusnya memiliki
m.frastruktur marmm yang kuat” sepem pelabuhan yang lengkap dan modem _
kapal kapal berkelas yang dlgunakan untuk pengangkutan manusia, barang,' :
migas, serta hasil bumi lainnya.

Dalam praktek pcngang}cutan di _lat__it dikenal adanji,'a' dua mgcgmfbent;;k

; pen-g'an'gku__tan, yaitu pen'g‘angki;tlz-i'n laut di dalam ne@:i dan p‘engangicutan laut ke

 luar negri. Pengangkutan laut di dalam negri hariya_ di.‘peruntukan bagi usaha- |
usaha pelayaran nasional dengan mgngglmak‘an kgpai-kapal yang berbendera
Merah P'uti-h. Hal ini merupakan suaw prinsip yang di dalam dunia'.ékzp.pi'ng
disebut sebagai “cabotage principle ". Mengingat l_cebutu‘han nasional pada tahap
pertumbuhan saat ini, khususnya armada nasional kita, belum cukup memadai

kenerluan dan makin meninekatnva anoclitan harana di dalarm near:  ala



penggunaan kapal-kapal asing tidak dapat di hindari. Untuk memenuhi

_kebutuhan itu,-salah satu,jalan yang di-tempuh ialah denéan mén-c_ar{er_ kapal-

kapal asing t&éebuf.»'

Asas cabo:age merupakan salah satu dan asas Srang terdapat dalam hukum
laut (marmme law) terutama hleum pengangkutan laut. Asas ini menga.nduné
arti bahwa penyelenggaraan pelayaran dalam negeri adalal'_x sepenuhnya hak
Negara pa1:1tai. I“sIegara pantai berhak melarang l_céii)al—kapal laut asing berlayar

dan berdagang sepanjang pantai dalam wilayah perairan negarzi pantai yang

bersangkutan.

Asas ini sering diartikan juga sebagai pelayaran niaga nasional dari satu
pel'abuhana. ke pelabuhan yang lain dz'ﬂr.:m} _\vilayah"silafu lpegar‘a..' Asa‘s.lain y;m.g‘
jug_a di kenal'adal'ah a‘saS Fair Share (asas pembagian muatar:i secara waja.r) yéi_tt;
bé{hwa. kapal-kapal dalam negr atau kapal-kapal yang di Opt;résional'kan ;aleh
perus_ahaan—pemsahaan. da]:?l-m negri mempunyai hak untuk mengangkut bagianh
yang wajar dari muatan-muatan yang di angkut ke atau dari luar negri.?

Pada saat ini, terutama mengﬁadapi era perdagaﬁgan bebas, di kalangan
para pela.ku usaha di bidang pelayaran masih terdapat anggapan keliru yang
memandang bahwa penerapan asas cabotage dalam pelayaran domestik
bertentangan dengan prinsip liberalisasi perdagangan. Padahal, asas 1m berlaku
global dan diterapkan oleh negara-negara méju, seperti Amerika Serikat yang

dikenal sebagai pelopor liberalisasi perdagangan. Anggapan yang keliru itu
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membuat pelaku usaha pelayaran domestik sering mendapat perlakuan yang

N ‘_kurang adil, erutmm dar1-perusahaan~perusahaan pelayaran asmg

Implementasn Cabotage di Amenka Senkat tertuang dalam Jones Act yang
rnerupakan amandemen dari Sectmn 27 o_f :he Merchant Marine Act 1 920 yang
mensyaratkan selurth Iogo yang diangkut antar pelabuhan di Amerika Serikat

dtangkut oleh kapal yang dimiliki, dlbuat dan diawaki oleh warga negara

Amerika Serikat serta berdokumentasi dlbawah hukum Amenka Serikat. Aturan '

ini berhasil memajukan sektor pelayaran nasional Amerika Seﬁkat yang juga
sebagai komponen pertahanan keamanan negara adidaya itu.
Pangsa pasar usaha pelayaran, terutama kapal-kapal untuk mengangkut
_bax‘ang-vbarang impor, ék.spor dan menunj@ng kegiatan usaha minyak 'dgm éas
’ (;nigas) lépzis 'pan‘tai sebagian besar masih dikuasai oleh perusahaan pelay.aran .
asmg Usaha Pemerintah untuk memberdayakan pemsahaan pelayaran mllxk_
_nasmnal sudah dilakukan sejak awal tahun 1970-an dengan menerbitkan
beberapa kebijakan. Terakhir adalah Instruksi Presiden No 5/2005 dan UU No
17/2008 tentang Pelayaran.
Tujuan utamanya adalah aéa; perusahaan pelayaran nasional bisa bersaing,
paling tidak menjadi pelaku utama mengangkut dan melayani ekspor impor
barang-barang Pemerintah dan angkutan laut nasional maupun untuk penunjang
kegiatan eksplé)rasi, eksploitasi sumber daya migas lepas pantai. '
Kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan sejak awal tahun 1970-an, adalah

membatasi izin penggunaan kapal berbendera asing dengan maksud untuk




mendorong dan memberikan kesempatan kepada pengusaha pelayaran nasional

o ._1nem111k1 kapal. berbendera Jndonesw dengan menerbltlran kebljakan (dispensasi- - ...

‘ syarat bendera atas penggunaan kapal bérbendera asmg dr peralran Indoncsm.l.
Perusahan nasmnal yang menyewa dan memasukkan kapal bendera asmg untuk
bekexja d1 dalam negeri temtamél kapal kapal penunjang kegllatan usaha migas
lepas pantai wajib memperoleh izin dan dlspensa51 dengan berbagai persyaratan
dari Departemen yang berkepentm gan. |

Ketentuan terkandung dalam Undang-undang Nomor 17/2008 tentang
pelayaran ini dibuat untuk memperbaiki UU No 21/1992 dan Inpres No 5/2005,
dengan maksud menyesuaikannya dengan perkembangan baru dan semangat
memngkatkan daya samg perusahaan pelayaran milik nasional. Tujuannya balk

'tetapx tetap dengan cara yang sama karena t1dak sesuai dungan tuntutan
globahsam usaha pelayaran. Bahkan. status quo lebih d‘itegaskan Iagi dalam Uu
No 17/2008 Bab V bahwa “Angﬁﬂan di Perairan dalam negeri dan luar negeri
oleh Perusahaan Pelayaran Nasional harus menggunakan kapal berbendera
Indonesia”.*

Salz;h- satu pelaksanaan Cal;orage adalah terciptanya kedaulatan di éektor
pelayaraﬁ r;asimllal. Jika pemerintah masih membuka peluang masuknya modal
asing c-lalam perusahaan pelayﬂran nasional, misalﬁya dalam hal pengadaan kapal

maka berarti pelayaran nasional Indonesia belum berdaulat. Menurut Chandra

Motik, pemerhati hukum kemaritiman Indonesia, selama Januari sampai dengan

Pieter Batti, http:/www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d9188a2cc3ef/kepemilikan- -flag-of-
convenience-berdavakan-nverusahaan-nelavaran-nacional 20 Eehriar 2017 2020 Wik




. dirilis-INSA-dukung-up:

Februari 2009 ada sejumliah kapal yang berahh bendera. Tu]uh tanker asing

E men'ggarm peran armada kapal asmg yang mengangkut BBM (bahan bakar
mmyak) di dalam negen _ |
Data Dxrektorat Perkapalan dan I(epelautan Ditjen Pcrhﬁbuﬁgan Laut
Dcpartemen Perhubungan menycbutkan pergantlan bendera‘ kaﬁal tanker itu
merupakan bagian dari 66 kapal asing yang berahh ke Merah Putih.’ Selanjutnya,
" Pemerintah menerbltkan roadmap asas cabotage yang mewajibkan penggunaan
kapal berbcndera Merah Putih untuk kapal penunjang kegiatan lepas pantai, yang
tidak menganakut pcnumpanﬂ clan barang paling lam bat 2015. Roadmap itu
tertu'aﬁg dalam Permenhub No. 48/2011 tentang tata cara dan persyaratan
pembenan izini pcnﬂgunaan kapal asing untuk keglatan lain yang tidak termasuk -
lfegiatgp mengangkut penumpang dan/atau barang dalam‘_kegtatan gnglqut’an'layt' '
dalar_;i_ﬁege.r-i. . _ -
Pera-turan Menteri Perhubungan yang terbit pada 13 April 2011 itu
‘mengatur secara ketat penggunaan kapal asmg untuk kegiatan survei, konstruksi
dan pengeboran 1epas pantai bank menge'lm janigka waktu penggunaannya, pmses
perizinannya niziupun mekanismé pengoperasnannya Pasal 2 Ayat 1 Permenhub
No 43 f 2011 mengatup prinsip penggunaan kapal asing yang mclakukan
' Ik'egiatém lain yang tidzk termasuk kegiatan mengangkut penumpang atau barang ‘

sepanjang kapal nasional belum tersedia.
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Untuk melaksanakan kedaulatan seutuhnya atas hak sebagai Negara

.. kepulauanternyata-pemerintah.. . masih harus. menghadapi bermacam halangan . -

ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelautan di berbagai sektor,

kerena ltu penuhs tcrtarlk untuk mengetahul dan mengkajl lebih jauh dengan‘

mengambll j'LIdLll “IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE TERHADAP KAPAL

ASING YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA (Studi di Pelabuhan .

Tanjung Emas Semarang)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas, maka dalam
penulisan ini di rumuskan pbennas;cil'ah'én yaitu bagaimana implementasi-asas

cabotage terhadap kapal asiﬁg yang berlayar di’perair_an Ind_bnés_ia? .

C. Tujuan Penelitian
| Tujuan peneliatian ini terbagi dua macam, yaitu:
| Tujuan subjektif dari penulisan ini adalah untuk mempgroleh semua
data yang berhubungan dengan objek yang diteli.ti-, &alam rangka penyusunan
penulisan hukum guna memenuhi syarat memperole“h gelar kesarjanaan (S1)
di fakultas Hukum Universitas Mﬁhamr;ladiyah ‘_Yogyakarta. Kezﬁudian
bertujuan juga untuk méngkéiji secara yuridis mekanisme pelaksanaan asas

rahntaos haot Neoara rennlanan (arnhinolaon ctatol



